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ABSTRAK  

 

 Actio Pauliana dalam hukum kepailitan merupakan doktrin yang diakomodir dalam 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU guna mengimplementasikan tujuan dari hukum kepailitan. 

Pada prakteknya, penggunaan pranata hukum ini masih mengalami problematika salah satunya 

sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/PDT.SUS/2017 pembatalan 

restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. MSPI selaku debitor pailit dengan PT. Bank CIMB 

Niaga selaku kreditor separatis. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui 

ketepatan penerapan hukum actio pauliana dalam Putusan tersebut dan bagaimana akibat 

hukumnya. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif. 

Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, 

menginventarisasi hukum, serta menyinkronisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan objek penelitian langsung 

Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini yaitu penerapan hukum actio pauliana 

dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan actio pauliana dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU. Seharusnya restrukturisasi kredit yang dilakukan antara PT. MSPI dengan 

PT. Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis dapat dibatalkan karena telah memenuhi unsur-

unsur actio pauliana dalam Pasal 41-42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara kumulatif.  

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : actio pauliana, restrukturisasi kredit, PT. MSPI, PT. Bank CIMB Niaga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

 
Berbicara mengenai kepailitan, hukum kepailitan memiliki tujuan antara lain; 

a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di 

antara para kreditornya; b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan 

-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor; dan c. Memberikan 

perlindungan kepada debitor yang beritikat baik dari para kreditornya, dengan 

cara memperoleh pembebasan utang1. Dalam pengurusan dan pemberesan harta 

debitor pailit yang dilakukan oleh kurator, banyak terdapat permasalahan, hal 

tersebut salah satunya karena terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

debitor, yang menyebabkan kurator kesulitan untuk memilah harta debitor pailit 

untuk kepentingan kreditor. Atas dasar tersebut, terdapat instrumen yuridis yang 

sangat penting dalam Kepailitan yang telah ada dalam Undang- Undang Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (untuk selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU), yaitu actio pauliana.2 

Actio pauliana diatur dalam Pasal 1341 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (untuk selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata), kemudian 

ketentuan tersebut diadopsi dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang- 

Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan actio pauliana dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU merupakan pelaksanaan dari ketentuan actio pauliana yang 

terdapat pada Pasal 1341 KUHPerdata. Hal itu dapat dipahami karena actio 

pauliana dalam KUHPerdata berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan 

yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan 

 

  

 
 

1 Sutan Remy Sjahdeni dalam Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan, 2000, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 37-38, sebagaimana mengutip Louis E. Levinthal, 

“The Early History of Bankruptcy Law”, dalam Jordan et.al Bankruptcy, 1999, New York: Foundation Press, 

hlm. 17 
2 Ibid, hlm. 248 
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PKPU merupakan ketentuan khusus actio pauliana untuk masalah kepailitan.3 

Dalam Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdata, diatur bahwa: 

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala 

perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan nama 

apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa 

ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk 

siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat 

yang merugikan orang-orang yang berpiutang.” 

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengenai 

ketentuan actio pauliana diatur sebagai berikut: 

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan 

segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan 

kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit 

diucapkan.” 

Tujuan dari actio pauliana ini adalah untuk menghindari kerugian bagi 

kreditor dalam kepailitan, dengan cara memohon kepada pengadilan agar 

membatalkan tindakan hukum debitor yang dianggap dapat merugikan 

kreditornya.4 Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, 

menyebutkan bahwa pembatalan perbuatan hukum atas dasar actio pauliana 

hanya dapat dilakukan apabila: 

1. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan 

pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan 

mengakibatkan kerugian bagi kreditor; 

2. Perbuatan hukum yang merugikan kreditor tersebut dilakukan dalam jangka 

waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan; 

3. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan 

sebaliknya, maka debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut 

dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 

perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. 

3 Ibid. hlm. 289-299 
4 Elisabeth Nurhaini Butar Butar, Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditor Dalam 

Tuntutan Actio Pauliana, Jurnal Yudisial Vol. 12 No.2, Agustus 2019, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas 

Sumatera Utara, hlm. 216 
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Melihat pada ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa actio 

pauliana merupakan upaya untuk meminta kepada pengadilan agar dilakukannya 

pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan 

debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan 

hukum tersebut merugikan kreditor. Perbuatan hukum yang dimaksud juga 

merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun 

sebelum putusan pailit dijatuhkan. 

Salah satu kasus yang berkaitan dengan actio pauliana adalah kasus yang 

terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/Pdt.Sus-Pailit/20175. 

Dalam kasus tersebut, permohonan pembatalan perbuatan hukum atas dasar actio 

pauliana diajukan oleh Anton Prayogo dan Ardi Ricki Bagus Kurniawan selaku 

kreditor preferen dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (yang selanjutnya akan 

disebut sebagai PT. MSPI) selaku debitor pailit. Perbuatan hukum yang dimaksud 

adalah restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. MSPI bersama dengan PT. 

Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis dari PT. MSPI. 

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank 

dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum (selanjutnya akan disebut sebagai PBI No.11/2/PBI/2009) sebagaimana 

telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 

40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kuaslitas Aset Bank Umum (selanjutnya 

akan disebut sebagai POJK No. 40/POJK.03/2019). Restrukturisasi kredit 

merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kredit macet. Restrukturisasi kredit 

dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan 

jangka waktu kredit, penurunan tunggakan pokok kredit, penurunan tunggakan 

bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi 

penyertaan modal sementara. 

Dalam perkara a quo, restrukturisasi kredit tersebut dilakukan dengan cara 

penambahan fasilitas kredit. Untuk melaksanakan restrukturisasi kredit tersebut, 

dilakukan addendum sebanyak 7 kali antara lain; Perubahan ke-1 pada tanggal 

5 Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam klasifikasi putusan perdata khusus-kepailitan, diakses di 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ pada tanggal 24 September 2019 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
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26 Februari 2014; Perubahan ke-2 pada tanggal 19 Juni 2014; Perubahan ke-3 

pada tanggal 23 Desember 2014; Perubahan ke-4 pada tanggal 20 Februari 2015; 

Perubahan ke-5 pada tanggal 13 April 2015; Perubahan ke-6 pada tanggal 28 Mei 

2015; serta Perubahan ke-7 pada tanggal 25 Agustus 2015. Bahwa PT. MSPI telah 

dinyatakan pailit pada tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan putusan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN 

Niaga Smg6, yang berarti bahwa addendum ke-3 sampai dengan ke-7 dilakukan 

pada tenggang waktu 1 tahun sebelum putusan pailit tersebut dijatuhkan. Selain 

dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, 

restrukturisasi kredit tersebut pun menimbulkan jaminan hak kebendaan baru, 

karena dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit, yang membutuhkan 

jaminan hak kebendaan baru bagi penambahan fasilitas kredit yang akan 

diberikan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi boedel pailit dan 

menimbulkan kerugian bagi kreditor lainnya in casu para Pemohon. 

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan 

Negeri Semarang menolak pembatalan restrukturisasi kredit tersebut dengan 

pertimbangan bahwa restrukturisasi kredit merupakan sesuatu hal yang wajib 

untuk dilakukan, karena PT. Bank CIMB Niaga sebagai kreditor separatis dari 

debitor pailit menilai bahwa debitor pailit masih memiliki prospek usaha yang 

baik, sehingga perlu dilakukannya restrukturisasi kredit sebagai upaya untuk 

menyehatkan kembali debitor pailit sehingga dikemudian hari debitor pailit dapat 

melunasi hutang-hutangnya. 

Terhadap putusan tersebut, kemudian Anton Prayogo dan Ardi Ricki Bagus 

Kurniawan mengajukan kasasi dan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung 

dengan pertimbangan bahwa addendum kredit ke-3 sampai dengan ke-7 yang 

dilaksanakan setelah putusan pailit tersebut dijatuhkan merupakan hal yang lazim 

dilakukan, karena restrukturisasi kredit dilakukan secara periodik dan sistematis, 

walaupun sebenarnya addendum ke-3 sampai ke-7 tersebut dilakukan dalam 

jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan. Padahal sebagaimana 

yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa menurut Pasal 41 ayat (2) 

 

 
6 Ibid 
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Undang-Undang Kepailitan dan PKPU suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan 

atas dasar actio pauliana salah satunya apabila perbuatan hukum tersebut 

dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diambil hipotesa bahwa terdapat 

ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

putusan hakim dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih 

lanjut mengenai kasus tersebut secara komprehensif dan menuangkannya dalam 

bentuk penulisan hukum dengan bentuk studi kasus yang berjudul “Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/Pdt.Sus/2017 Tentang Actio Pauliana 

Dalam Kepailitan Terkait Restrukturisasi Kredit Yang Dilakukan Oleh Debitor 

Pailit”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 
Dari latarbelakang tersebut di atas, maka terdapat adanya ketiksesuaian antara 

peraturan perundang-undangan dengan putusan hakim. Oleh karena itu, untuk 

meneliti lebih lanjut secara komprehensif mengenai permasalahan tersebut maka 

dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah putusan hakim yang menolak pembatalan restruktrisasi kredit 

sebagai actio pauliana tersebut telah sesuai dengan ketentuan yuridis 

mengenai actio pauliana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU? 

2. Bagaimana akibat hukum atas putusan hakim yang menolak permohonan 

pembatalan restrukturisasi kredit atas dasar actio pauliana tersebut? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 
Maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah putusan hakim yang menolak pembatalan 

restrukturisasi kredit atas dasar actio pauliana tersebut telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; 



6  

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas putusan hakim dalam 

kasus tersebut yang menolak permohonan pembatalan restrukturisasi kredit 

atas dasar actio pauliana. 

1.4. Metode Penelitian 

 
Penelitian menjadi suatu upaya pencarian pengetahuan yang benar, dimana 

pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan 

dan/atau guna memecahkan masalah maupun mengatasi suatu keraguan. Demi 

terciptanya suatu penelitian yang baik, maka diperlukan adanya suatu metode, 

dalam proses penulisan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan metode 

penelitian adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto 

sebagai berikut: 

 

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali 

itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum hukum 

tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- 

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”7 

1.4.1. Metode Pendekatan 

 
Penulisan akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. 

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder.8 Penelitian hukum normatif adalah karya ilmiah yang didasarkan 

pada kompilasi hasil penelusuran literatur saja.9 Metode penelitian ini akan 

meneliti asas-asas hukum, menginventarisasi hukum, serta menyinkronisasi 

hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek 

penelitian langsung. Sehingga teknik pengumpulan data akan melalui berbagai 

kepustakaan dengan mencari data kualitatif. 

 
 

7 Ibid hlm. 43. 
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Edisi. 1. Cetakan Keempat, 1994, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, hlm.13 
9 Shidarta, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum Cet. II, 1996, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 

hlm.2 
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1.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu dilakukan dengan cara 

mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian 

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk 

dijadikan bahan dalam penulisan hukum ini, yaitu: 

A. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang 

mengikat (bahan hukum utama yang dilakukan untuk penelitian yang 

dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan). Dalam 

penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu: 

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 

 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 

 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan; 

 

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 

40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kuaslitas Aset Bank Umum; 

 

6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. 

 
A. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa informasi maupun penjelasan dari 

bahan hukum primer. Berupa jurnal-jurnal akademik, karya- karya ilmiah 

yang dibuat oleh Sarjana, Magister, maupun Doktor, serta tulisan-tulisan 

lain yang bersifat ilmiah. 

B. Bahan Hukum Tersier, yaitu berapa dokumen yang berfungsi untuk 

menjelaskan konsep-konsep dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hukum tersier ini dapat terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. 
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1.4.2. Analisis Data 

 
Data-data yang diperoleh seperti disebutkan di atas akan dilakukan analisis 

secara kualitatif, dalam arti analisa yang dilakukan akan lebih menitikberatkan 

pada kualitas bukan pada jumlah. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 
Agar penulisan ini bersifat sistematis, maka diperlukan adanya sistematika 

penulisan. Penulisan ini akan dituangkan dalam 6 bab, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini akan membahas mengenai pendahuluan 

dari penulisan hukum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR 529/K/PDT.SUS-PAILIT/2017. Bab ini akan membahas kasus posisi 

yang berisikan fakta-fakta hukum dalam perkara dan dalil-dalil para pihak, 

ringkasan putusan yang berisi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

mengadili perkara, serta amar putusan dari hakim dalam memutus perkara 

tersebut. 

 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI ACTIO PAULIANA 

DALAM KEPAILITAN. Bab ini akan berisi teori-teori dan peraturan perundang- 

undangan mengenai actio pauliana dalam kepailitan yang nantinya akan dipakai 

dalam menganalisis putusan. 

 

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI RESTRUKTURISASI 

KREDIT. Bab ini akan berisi teori-teori dan peraturan perundang-undangan 

mengenai restrukturisasi kredit yang nantinya akan dipakai dalam menganalisis 

putusan. 

 

BAB V ANALISIS PUTUSAN. Bab ini akan berisi pengaplikasian teori- 

teori dan peraturan perundang-undangan ke dalam kasus. Selanjutnya penulis akan 

mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara 
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dihubungkan dengan fakta hukum, teori hukum dan peraturan perundang- 

undangan yang relevan. 

BAB VI PENUTUP. Bab ini akan berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. 

Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, sedangkan saran memuat 

harapan penulis terhadap permasalahan serupa yang mungkin dapat terjadi 

kembali di masa yang akan datang. 
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